
 

113 
 

BAB V  
PENUTUP  

5.1. Kesimpulan 

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Sawahlunto 

berperan dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada 

masyarakat kurang mampu melalui konsultasi hukum, pendampingan 

di persidangan, dan bantuan pembuatan dokumen hukum. Layanan 

tersebut membantu masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan 

secara lebih mudah dan efektif.  

2. Tantangan yang dihadapi Posbakum meliputi keterbatasan anggaran, 

kurangnya jumlah advokat, minimnya sosialisasi, rendahnya 

kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi 

dengan instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan 

dukungan anggaran, penguatan sumber daya manusia, dan kerja sama 

antarlembaga untuk mengoptimalkan pelayanan bantuan hukum.  

3. Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Negeri Sawahlunto Prespektif 

Siyasah Qadhaiyyah telah sesuai dengan prinsip keadilan Islam, yaitu 

keadilan (al-‘adālah), perlindungan terhadap kaum lemah (ḥimāyah al-

ḍu‘afā’), tanggung jawab negara (mas’ūliyyah al-dawlah), dan 

kemudahan akses keadilan (taysīr). Dengan demikian, Posbakum tidak 

hanya menjalankan fungsi bantuan hukum, tetapi juga merealisasikan 

nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam. 

5.2. Saran 

1. Saran kepada Pengadilan Negeri Sawahlunto. Pengadilan Negeri 

Sawahlunto diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan 

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) melalui peningkatan sarana dan 

prasarana, optimalisasi pelayanan, serta sosialisasi yang lebih luas 

kepada masyarakat mengenai keberadaan dan manfaat Posbakum. 

2. Saran kepada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto. Pemerintah 

Daerah Kota Sawahlunto diharapkan dapat mendukung peningkatan 
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akses bantuan hukum melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat 

serta memperkuat kerja sama dengan lembaga peradilan dan lembaga 

bantuan hukum. 

3. Saran kepada Masyarakat. Masyarakat diharapkan lebih aktif 

memanfaatkan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk 

memperoleh informasi, konsultasi, dan bantuan hukum. Selain itu, 

masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum agar dapat 

memahami hak dan kewajibannya dalam menghadapi permasalahan 

hukum. 

4. Saran kepada Peneliti Selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan 

dapat mengembangkan penelitian mengenai Posbakum dengan 

cakupan yang lebih luas, baik melalui pendekatan komparatif maupun 

kajian mengenai efektivitas layanan bantuan hukum dalam 

meningkatkan akses terhadap keadilan. 
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